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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari analisa berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa keberhasilan 

implementasi PIPPK di Kelurahan Hegarmanah dipengaruhi faktor-faktor berikut: 

1. Sumber daya 

Dari sumber daya segi anggaran, yang dimana anggaran serapan tersebut 

menunjukan serapan  yang besar  dengan total angka 84.55% dari 

seluruh anggaran yang diberikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

penyerapan anggaran PIPPK tahun 2019 di Kelurahan Hegarmanah besar 

yang menandakan partisipasi Aparatur kewilayahan dan LKK di Kelurahan 

Hegarmanah baik dalam melaksanakan PIPPK. Akan tetapi dari segi 

sumber daya manusia dari tingkat partisipasi masyarakat dalam PIPPK tidak 

begitu meningkat karena kesibukan dan satu lain hal yang dialami 

masyarakat keseluruhan. Maka demi tetap berjalannya program PIPPK 

setiap elemen yang terlibat sepakat untuk memakai pihak ketiga sebagai jasa 

dalam pembangunan infrastruktur didalam program PIPPK. 

2. Disposisi 

Dari disposisi menyorot pada dua elemen yakni kognitif dan afektif. 

Kognitif adalah pengetahuan implementators yang dasarnya tentu telah 

memahami Juknis PIPPK dan afektif rasa kemauan kedua belah pihak 

antara Aparatur Kewilayahan dan LKK memahami apa yang harus 
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dilakukan dalam melaksanakan PIPPK, tentu dengan berpedoman pada 

Juknis PIPPK dan sosialisasi yang baik antar kedua belah pihak. 

3. Komunikasi  

Dari komunikasi menyorot 3 hal penting yakni transmisi, kejelasan, dan 

konsistensi. Transmisi yang dilakukan dengan cara mengundang anggota 

LKK datang ke kantor Kelurahan secara formal dan non informal 

dilapangan tentu diiringi kejelasan apa maksud tujuan sasaran serta 

subtansi dari program PIPPK yang diterapkan dan konsistensi agar 

program yang diterapkan tidak salah sasaran. 

4. Sturuktur birokasi 

Dari Struktur birokrasi indicator nya adalah SOP  yaitu Juknis PIPPK 

tersendiri yang sangat membantu untuk melaksanakan PIPPK sebagaimana 

mestinya dengan baik. Menandakan fungsi Juknis PIPPK sebagai SOP yang 

sangat membantu untuk pelaksaaan kegiatan bagi Aparatur Kewilayahan  

dan LKK dan tidak menjadi kendala bagi implementors kebijakan/program 

PIPPK tersebut. 

6.2 Saran  

Untuk kinerja LKK dari temuan dimensi sumber daya manusia  sudah baik 

dan kooperatif akan tetapi warga masyarakat yang perlu dipacu agar berpatisipasi 

secara aktif untuk keberlangsungan progam PIPPK ini yang seharusnya 

melanjutkan tradisi gotong royong. Bentuk konkritnya agar terpacu lebih aktif 

dalam keberlangsungan program  seperti memberikan award dalam bentuk apapun 

kepada individu/kelompok masyarakat. 
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Untuk Aparatur Kewilayahan Dan LKK berdasarkan temuan dimensi komunikasi 

cukup baik akan tetapi masih harus dibenahi agar meminimalisir kesalah pahaman 

walaupun kesalahan pahaman tersebut dapat dibenahi alangkah baiknya tidak 

terjadi karena demi kelancaran pelaksanaan PIPPK tersendiri, seperti 

menkonfirmasi dulu kepada satu sama lain. 

Untuk Aparatur kewilayahan dan LKK Dari segi hal lainnya perlu dipertahankan 

atau ditingkatkan antara internal Aparatur Kewilayahan maupun LKK yang tentu 

tujuan agar PIPPK ini selalu terlaksana dengan baik dari tahun ke tahun. 
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